
1 
 

BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 50                              2016                                    SERI : A                                                                                   

 

PERATURAN  WALIKOTA  BEKASI 
NOMOR 50 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR               
01 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  BEKASI, 
 

Menimbang     :  a.   bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) huruf d Peraturan Walikota 
Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belaja Tidak Terduga 
terkait pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak 
terduga kepada belanja langsung dilakukan atas 
persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan 
perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga 
dipandang perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran; 

 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Walikota Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016. 

 
Mengingat      : 1.  Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1996 tentang  

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3663); 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5650);  
 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 
5340); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 
 

28. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri 
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 

tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor  2 Seri A); 
 

36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor  4 Seri 
A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 
Seri A); 

 
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 
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38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2014 Nomor 9 Seri D); 

 
39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D); 
 

40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D); 
 

41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9         
Seri D); 
 

42. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 
4 Seri D); 
 

43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2014 
tentang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 7       
Seri D); 
 

44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 
tentang  Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 
2 Seri D). 
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Memperhatikan  : 1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 910/Kep.476-
BPKAD/IX/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja 
Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat 
Akibat Bencana Kebakaran Pada Gedung Kantor Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi; 

 
2. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku 

Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 
913/Kep.206-BPKAD/IX/2016 tentang Persetujuan  
Pergeseran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
anggaran 2016; 
 

3. Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 900/875-BPKAD 
tentang Hasil Rapat Pembahasan Usulan Perubahan 
Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri A) yang telah 
beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota : 
a. Nomor 11 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11        

Seri A); 
b. Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 23         

Seri A). 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

     Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2016 terdiri  
atas : 
a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah   Rp.   1.611.380.416.976,70 
  



10 
 

2. Dana Perimbangan    
 Semula     Rp.   1.785.835.574.980,00 
Berkurang     Rp.         (3.320.055.000,00)      
Jumlah     Rp.   1.782.515.519.980,00 

 

3. Lain-lain pendapatan yang sah 
Semula     Rp.      774.558.798.614,30 
Berkurang     Rp.      (12.563.862.500,00) 
Jumlah     Rp.      761.994.936.114,30 

 

b. Belanja  
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai   Rp.   1.593.612.486.305,00 
b) Belanja Bunga             Rp.            300.000.000,00 
c) Belanja Hibah             

 Semula     Rp.        57.694.695.000,00 
 Bertambah    Rp.        22.008.000.000,00      
Jumlah     Rp.        79.702.695.000,00 

d) Belanja Bantuan Sosial  Rp.        22.876.797.000,00 
e) Belanja Bantuan Keuangan    Rp.          1.058.182.800,00 
f) Belanja Tidak Terduga             

Semula     Rp.         3.000.000.000,00 
Berkurang    Rp.        (1.472.196.099,00)      
Jumlah     Rp.         1.527.803.901,00 
 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.   1.699.077.965.006,00 
 

2. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 

Semula     Rp.      445.866.733.957,00 
Bertambah    Rp.          3.041.036.750,00 
Jumlah     Rp.      448.907.770.707,00 

 

 

 



11 
 

2. Belanja Barang dan Jasa 
Semula     Rp.      928.117.601.139,00 
Berkurang    Rp.      (30.294.375.131,00) 
Jumlah     Rp.      897.823.226.008,00 

 

3.  Belanja Modal 
Semula     Rp.    1.615.480.339.394,00 
Berkurang    Rp.          (9.166.383.020,00) 
Jumlah     Rp.    1.606.313.956.374,00 

 
               Jumlah Belanja Langsung  Rp.   2.953.044.953.089,00 
 

4. Belanja 
               Semula     Rp.   4.668.006.835.595,00 
               Berkurang    Rp.      (15.883.917.500,00) 
                Jumlah     Rp.   4.652.122.918.095,00 
 

               Defisit     Rp.    (496.232.045.024,00) 
 

 

5. Pembiayaan 
1. Penerimaan    Rp.     524.662.414.824,00 
2.Pengeluaran    Rp.       28.430.369.800,00  
    Jumlah Pembiayaan Netto Rp.     496.232.045.024,00 

 
3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran I a dan Lampiran II diubah, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I a dan Lampiran II Peraturan 
Walikota ini. 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi : 
 

 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran 
APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
Ditetapkan  di Bekasi 
pada  tanggal 3 Oktober 2016  8 
Juli 2014 
WALIKOTA  BEKASI, 
     
        Ttd/Cap 
 
 
RAHMAT EFFENDI 

 
Diundangkan  di  Bekasi 
pada  tanggal 3 Oktober 2016    23 April 20 
13 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
                          

     Ttd/Cap  
                                   
   
         RAYENDRA SUKARMADJI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 50 SERI A A 


